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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
Memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu tujuan bangsa ini 
sesuai dengan isi pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Pemerintah 
memerlukan sumber pendanaan yang cukup untuk pembangunan negeri demi 
tercapainya salah satu tujuan bangsa yaitu kesejahteraan bagi masyarakat. 
Sumber penerimaan atau pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, 
penerimaan bukan pajak dan hibah. Sebagai salah satu negara berkembang, 
Indonesia masih menitik beratkan penerimaan negara pada sektor perpajakan. 
Sehingga pemerintah menerapkan beberapa kebijakan agar penerimaan dari 
sektor perpajakan meningkat. Diharapkan dengan adanya pajak, pengeluaran 
belanja negara untuk pembangunan negeri bisa terealisasi sebagai mana 
mestinya.  
Manfaat pajak dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat secara 
langsung maupun tidak langsung hampir disemua sektor seperti, fasilitas 
kesehatan, sarana dan prasarana umum, fasilitas transportasi, fasilitas 
pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga, tak heran jika pemerintah 
menerapkan kebijakan untuk memaksimalkan pendapatan pajak mengingat 
begitu pentingnya penerimaan pajak untuk kelangsungan bangsa pada saat ini.  
Sebagai bentuk transparansi dana, setiap berakhirnya satu periode 
akuntansi pemerintah mengeluarkan informasi APBN kepada masyarakat. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berisi informasi-informasi 
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keuangan, penerimaan dan pengeluaran negara serta kebijakan-kebijakan yang 
akan pemerintah lakukan. Pada tahun 2017, APBN mencatat 85,6% pendapatan 
negara masih ditopang oleh penerimaan pajak. Dapat dikatakan sebesar 1.498,9 
triliun rupiah masyarakat menyetorkan kewajibannya kepada pemerintah. Dari 
jumlah tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) menjadi penyumbang terbesar 
penerimaan pajak sebesar 52,6%. Selanjutnya, diurutan kedua dan ketiga Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dan Cukai berkontibusi sebesar 33% dan 10,5% 
sebagai penyumbang pajak terbesar (Kemenkeu, 2017). 
Pada tahun selanjutnya, sektor pajak masih mendominasi pendapatan 
negara. Pajak yang terkumpul sebesar 1.618,1 Triliun Rupiah. Angka ini 
mengisi 85% bagian pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) 2018. Dari jumlah tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) masih 
menempati urutan pertama penyumbang pajak terbesar dan diurutan selanjutnya 
ditempati oleh PPN dan Cukai (Kemenkeu, 2018).  
Grafik 1.1 Penerimaan Pajak Indonesia 2017 
(Sumber : APBN, 2017) 
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Pembayaran jenis pajak di Indonesia tergolong yang terbanyak di dunia, 
yaitu sebanyak 43 jenis pembayaran pajak. Sementara rata-rata di ASEAN hanya 
26 jenis pembayaran pajak dan di dunia hanya 25 jenis pembayaran pajak. Hal ini 
didorong dengan sistem pembayaran dan pelaporan pajak yang beralih dari sistem 
manual menjadi sistem digital. Wajib pajak dapat membayar dan melaporkan 
kewajiban perpajakannya dengan mudah dan cepat melalui sistem pembayaran dan 
pelaporan pajak yang digitalisasi (CNN, 2017). 
Perpajakan di Indonesia menganut tiga sistem, yaitu official assessment 
system, self assessment system dan with holding system. Menurut sistem self  
assessment Wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan 
melaporkan perpajakannya sendiri. Pemerintah dan pegawai pajak hanya menerima 
laporan dan besaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Diharapkan dengan 
menerapkan sistem self assessment ini wajib pajak memiliki kesadaran membayar 
pajak, kejujuran dalam memperhitungkan perpajakannya dan disiplin dalam 
membayar dan melaporkannya tepat waktu. Salah satu contoh pajak yang 
menggunakan self assessment system adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  
Pungutan yang dibebankan atas transasksi jual beli barang dan/atau jasa 
merupakan definisi singkat dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tetapi tidak semua 
transaksi jual-beli dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hanya dilakukan oleh 
Wajib Pajak Pribadi atau Badan yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena 
Pajak (PKP). Pihak yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) 
berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN). Sementara itu, pihak yang berkewajiban membayar Pajak 
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Pertambahan Nilai (PPN) adalah konsumen akhir. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) yang dikenakan di Indonesia adalah sebesar 10% (Darussalam, 2018). 
Sebagai perbandingan, selain negara Indonesia, negara Thailand pun masih 
menjadikan pajak sebagai salah satu penerimaan negaranya. Indonesia dan 
Thailand telah menjalin hubungan diplomasi sejak tahun 1950. Berdasarkan data 
yang tercatat sebanyak kurang lebih 3.600 warga negara indonesia berada di 
Thailand. Agar tidak terjadi pembayaran pajak berganda, pemerintah Indonesia dan 
kerajaan Thailand menyepakati adanya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda 
(P3B) sejak 25 Maret 1981. Thailand termasuk negara yang memiliki infastruktur 
yang berkembang dengan baik.  
Pendapatan negara Thailand yang bersumber dari penerimaan pajak 
mencapai 2,363 Miliar Baht pada tahun 2017. Sama seperti di Indonesia, Pajak 
Penghasilan (PPh) menjadi penyumbang terbesar sektor perpajakan. Pajak 
Penghasilan (PPh) menyumbang 40% penerimaan pajak atau sekitar 974.287.000 
Baht. Selanjutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang pajak 
terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). Sekitar 751.738.000 Baht pada 
tahun 2017 terkumpul dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Ministry Of 
Finance, 2017).  
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Grafik 1.2  Penerimaan Pajak Negara Thailand 2017 
(Sumber : Ministry of Finance, 2017) 
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Ministry of Finence pada tahun 2017 PPN berkontribusi sebesar 751 juta Baht dari 
total penerimaan pajak sebesar 3.592,5 Miliar Baht.  
Aturan perpajakan yang digunakan oleh negara Indonesia berbeda dengan 
negara Thailand. Begitupun dengan output yang dihasilkan oleh masing-masing 
negaranya akan berbeda pula. Kedua negara sangat memperhatikan aspek 
perpajakan, terutama terkait dengan masalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat  
“PERBANDINGAN KONSEP DASAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI 
INDONESIA DAN THAILAND” 
 
1.2 Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi identifikasi masalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana konsep dasar PPN di Indonesia? 
2. Bagaimana konsep dasar PPN di Thailand?  
3. Bagaimana perbandingan konsep dasar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di 
kedua negara tersebut?  
4. Bagaimana perbandingan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di kedua 
negara tersebut? 
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1.3 Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui konsep dasar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di 
Indonesia 
2. Untuk mengetahui konsep dasar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di 
Thailand 
3. Untuk mengetahui perbandingan konsep dasar Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) di negara Indonesia dan Thailand 
4. Untuk mengetahui perbandingan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) di negara Indonesia dan Thailand 
 
1.4 Manfaat Peneitian 
1. Bagi penulis 
Menambah wawasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di kedua 
negara tersebut, konsep umum mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
pada kedua negara tersebut dan mengetahui pendapatan negara yang 
bersumber dari penerimaan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
2. Bagi Instansi  
Dengan adanya KKN Internasional mahasiswa Diploma III Perpajakan ini 
diharapkan mampu meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan 
dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
3. Bagi Akademik 
Membangun relasi yang baik antara program Studi Diploma III Perpajakan 
dengan instansi terkait. Diharapkan dengan adanya relasi ini Program Studi 
8 
 
mendapatkan masukan dan saran untuk kurikulum yang berlaku di program 
studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Sukabumi. 
4. Bagi Masyarakat 
Membantu masyarakat memahami konsep dasar Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) yang ada dinegara Indonesia dan Thailand. 
 
1.5 Metode Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan laporan 
tugas akhir ini adalah metode penelitian deskriftif. Menurut Amirudin 
(2016:98) metode deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang 
dilakukan dengan cara menggambarkan suatu subjek atau objek penelitian pada 
masa sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana mestinya. 
Subjek atau objek penelitian yang dimaksudkan adalah seseorang, lembaga, 
masyarakat dan lain-lain. Metode penelitian deskriptif ini digunakan penulis 
untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat yang 
berhubungan dengan judul yang diambil oleh peneliti.  
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam laporan ini yaitu 
wawancara dan studi pustaka. Wawancara menurut Laporan Tugas Akhir Nur 
Astri (2018:8) berdasarkan buku karangan Sugiyono (2015:231) adalah sebuah 
teknik pengumpulan data untuk menemukan masalah yang akan diteliti. 
Sementara itu, studi pustaka menurut Laporan Tugas Akhir Nur Astri (2018:8) 
berdasarkan skripsi Apdelina (2017:7)  adalah teknik pengumpulan data 
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berdasarkan hasil pembelajaran dari buku, catatan dan laporan yang berkaitan 
dengan topik penulisan. 
 
1.6 Tempat dan Waktu Penelitian 
1.6.1 Tempat  
Penelitian bertempat di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) 
Bangkok, Thailand. Kantor tersebut beralamat di 600-602 Petchaburi Road, 
Rajthevi, Bangkok 10400 No. Telepon (66-2) 25231535-40 Fax (66-2) 
2551269.   
1.6.2 Waktu Penelitian 
Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan sejak tanggal 4 Maret 2019 hingga 
28 Maret 2019.  
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Tabel 1.1 
Jadwal Penelitian 
No Jadwal/Kegiatan 
Waktu Penelitian 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 
1 Persiapan        
2 Perumusan Judul 
Laporan Tugas 
Akhir 
       
3 Mentukan 
Identifikasi 
Masalah  
       
4 Pencarian data        
5 Penyusunan 
Laporan Tugas 
Akhir  
       
6 Bimbingan        
7 Ujian Sidang 
Tugas Akhir 
       
8 Revisi Laporan 
Tugas Akhir 
       
 
